SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2 -y 4 : W % ¢ .
BADAN KEAHUAN DPR RI
TAHUN 2017

LN

\
!

\
JHiL

7z
-~
-~
<
-

'ERRE

—ew

W
LA

kl

i
y

“»

JAKARTA, 2017




p 4,-\,.\

SR et N

C s L] e,

- SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

TAHUN 2017

A

A\

AV,
g
WA

114114

A4

ittesem e

JAKARTA, Z017




JE% DAN
~ .
s 2one,;

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Djuned, S.H., M.Hum.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Maret 2017
Sekretaris Jenderal,

-

Achfad Djuned, S.H., M.Hum.

“NIP. 19570911 198403 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SEKRETARIS JENDERAL
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) 2 (3) (4)
1. | Meningkatnya kualitas tata kelola | 1. Persentase materi persidangan yang 100%
administrasi dan persidangan digunakan oleh DPR RI;
Kepata bR Rigeng optial 2. Persentase penyelenggaraan 100%
upacara kenegaraan yang sesuai
dengan SOP;
3. Persentase unit kerja yang 90%

menerapkan tata kelola berbasis IT;

4. Indeks kepuasan pengguna terhadap 62,50%
kualitas dukungan SDM.

2. | Terwujudnya Setjen dan BK Indeks Reformasi Birokrasi 80
DPR Rl yang efektif dan efisien.
3. | Terwujudnya Setjen dan BK 1. Opini BPK WTP
DPR Rl yang bersih, akuntabel, |2. Nilai Akuntabilitas Kinerja B
dan berkinerja tinggi. 3. Tingkat Kapabilitas APIP 2
4. Tingkat Kematangan Implementasi 2
SPIP
Satker/Program Anggaran
Satker :
Setjen Rp 1.039.194.732.000,-
Program :
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas | Rp 1.039.194.732.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPRRI

Jakarta, Maret 2017
Sekretaris Jenderal,

~

Ao
Achrfiad Djuped, S.H., M.Hum.

NIP. 19570911 198403 1 002




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Damayanti, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Achmad Djuned, S.H., M.Hum.
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPR RI
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017

Pihak Kedua'/ ihak Pertama,
M v~ /
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. Dta. Damhayanti, M.Si.

NIP. 19570911 198403 1 002 NIP. 19620211 198703 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
() (2) ) (4)
1. | Meningkatnya kualitas tata kelola 1. Persentase = materi  persidangan 100%
persidangan kepada DPR Rl yang Komisi-Komisi, Pansus dan Paripurna
optimal. yang digunakan oleh DPR RI;
. Persentase materi persidangan Badan- 100%
badan dan Mahkamah Kehormatan
Dewan yang digunakan oleh DPR RI;
. Persentase  materi  persidangan 100%
Pimpinan yang digunakan oleh
Pimpinan DPR RI.
Satker/Program Anggaran
Satker :
Setjen Rp 202.780.089.000,-
Program : .
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 202.780.089.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPRRI

Sekretaris Jenderal,

Achniad Djubed, S.H., M.Hum.
NIP. 19570911 198403 1 002

Jakarta, Maret 2017
Dgputi Bidang Persidangan,
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Dimyati Sudja, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Persidangan |

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Damayanti, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017
Pihak Pertama,

) yanti. M.Si. M. Dimyati Sudija, S.Sos.. M.Si.
NIP\19620211 198703 2 002 NIP. 19590910 198003 1 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIRO PERSIDANGAN |
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Tersedianya Dokumen Materi 1. Jumlah Bahan Kebijakan Biro 3 Dokumen
Per§idangan Komisi dan ParaidiE [
Paripurna. gant,
2. Jumlah Materi Persidangan Komisi [; 15 Dokumen
3. Jumlah Materi Persidangan Komisi |l; 15 Dokumen
4. Jumlah Materi Persidangan Komisi ll; 15 Dokumen
5. Jumlah Materi Persidangan Komisi IV; 15 Dokumen
6. Jumlah Materi Persidangan Komisi V; 15 Dokumen
7. Jumlah Materi Persidangan Komisi VI; 15 Dokumen
8. Jumlah Materi Persidangan Komisi VII; | 15 Dokumen
9. Jumlah Materi Persidangan Komisi VIII; | 15 Dokumen
10. Jumlah Materi Persidangan Komisi IX; | 15 Dokumen
11. Jumlah Materi Persidangan Komisi X; 15 Dokumen
12. Jumlah Materi Persidangan Komisi XI; | 15 Dokumen
13. Jumlah Persidangan Paripurna. 35 Dokumen
Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 5.866.356.000,-
Program :
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Rp 5.866.356.000,-
Lainnya Sekretariat Jenderal DPRRI
Kegiatan :
Persidangan Komisi dan Paripurna Rp 5.866.356.000,-
Jakarta, Maret 2017

Deputi Bidang Persidangan,

Kepala Biro Persidangan |,

A

-

M. Dimyati Sudja, S.Sos., M.Si.

NIP. 19590910 198003 1 005
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cholida Indryana, S.H.
Jabatan : Kepala Biro Persidangan ||

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Damayanti, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017

Pihak Pedama,
/'“‘\;;&

/I < —
Dra. Damayanti, M.Si. Cholida Indryana, S.-H.
NIP* 19620211 198703 2 002 NIP. 19601002 198203 1 004

ihak Kedua,




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIRO PERSIDANGAN II
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3) 4)
1. | Tersedianya Dokumen Materi 1. Jumlah Bahan Kebijakan Biro 3 Dokumen
Persidangan Badan dan Persidangan Il;
Mahkamah. ) .
2. Jumlah Materi Persidangan Badan 15 Dokumen
Legislasi;
3. Jumlah Materi Persidangan Badan 6 Dokumen
Anggaran;
4. Jumlah Materi Persidangan Badan 5 Dokumen
Urusan Rumah Tangga;
5. Jumlah Materi Persidangan Mahkamah | 5 Dokumen
Kehormatan Dewan;
6. Jumlah Materi Persidangan Panitia 5 Dokumen
Khusus.
Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 2.074.684.000,-
Program : . B '
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 2.074.684.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan : B N
Persidangan Badan dan Mahkamah Rp 2.074.684.000,-

Jakarta, Maret 2017
Kepala Biro Persidangan Il,

Dra\Dam nti,'M.Si.

=g
NIP.\9620211 198703 2 002 Cholida Indryana, S H.
NIP. 19601002 198203 1 004

Degputi Bidang Persidangan,
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
Jabatan : Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Damayanti, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi..

Jakarta, Maret 2017
Pibak Kedua, Pihak Pertama,

i Vb5
Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
NlP.j\9620211 198703 2 002 NIP. 19680402 199302 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (©) (4)
1. | Tersedianya Dokumen Materi 1. Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerja 3 Dokumen
Kerjasama Sama Antar Parlemen. Sama Antar Parlemen (KSAP);

2. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi | 5 Dokumen
Internasional;

3. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi | 5 Dokumen
Regional;

4. Jumlah Materi Kerja Sama Bilateral; 5 Dokumen

5. Jumlah Materi Administrasi Kegiatan 5 Dokumen
Luar Negeri Anggota.

Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 1.071.747.000,-
Program : '
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 1.071.747.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPRRI
Kegiatan :
Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen Rp 1.071.747.000,-
Jakarta, Maret 2017
Deputi Bidang Persidangan, Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen,

Dra, ; amayanti, M.Si. Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohannes O.l. Tahapari, S.H., M.Si
Jabatan : Biro Kesekretariatan Pimpinan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Damayanti, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017
Alhak Kedua, Pihak Pertama,

\
0 f"\
N
Dra.\D kanti Yohannes O.I. Tahapari. S.H., M.Si

NIP. 19620211 198703 2 002 NIP. 19601002 198203 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) @) (4)
1. | Tersedianya Dokumen Materi 1. Jumlah Bahan Kebijakan Biro 3 Dokumen
Persidangan Pimpinan. Kesekretariatan Pimpinan;
. Jumlah Materi Persidangan Ketua DPR RI; | 5 Dokumen
. Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua 5 Dokumen
Bidang Politik dan Keamanan;
. Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua 5 Dokumen
Bidang Industri dan Pembangunan;
. Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua 5 Dokumen
Bidang Ekonomi dan Keuangan;
. Jumlah Materi Persidangan Wakil Ketua 5 Dokumen
Bidang Kesejahteraan Rakyat;
. Jumlah Materi Persidangan Badan 9 Dokumen
Musyawarah;
. Jumlah Materi Persidangan Pimpinan 5 Dokumen
Sekretariat Jenderal;
. Jumlah Materi Persidangan Musyawarah 5 Dokumen
Pimpinan;
2 Dokumen

10. Jumlah Dokumen Administrasi Tenaga Ahli,
Staf Administrasi, dan Pegawai Tidak Tetap.

Satker/Program/Kegiatan

Anggaran

Satker :
Setjen

Program :

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Sekretariat Jenderal DPR Ri
Kegiatén :

Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan

Rp 9.979.271.000,-

Rp 9.979.271.000,-

Rp 9.979.271.000,-

Deputi Bidang Persidangan,

Jakarta, Maret 2017

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan,

Wmmmﬁ&

NIP. 19601002 198203 1 004
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Damayanti, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017
Pihak Pertama,

!/

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.
NIP. 19650705 199103 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) 4
1. | Tersedianya Pengelolaan 1. Jumlah  bahan  kebijakan  Biro | 3 Dokumen
Pemberitaan dan Layanan Informasi Pemberitaan Parlemen;
Parlemen.
2. Jumlah dokumen pengelolaan | 4 Dokumen
informasi DPR RI di Media Cetak dan
Media Sosial;
3. Jumlah dokumen pengelolaan | 4 Dokumen
penerangan dan pelayanan informasi
publik;
4. Jumlah dokumen pengelolaan | 3 Dokumen
penayangan televisi dan radio
parlemen;
5. Jumlah dokumen penyelenggaraan | 2 Dokumen
Penerbitan.
Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 183.788.031.000,-
Program :

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 183.788.031.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan :

Pemberitaan Parlemen Rp 183.788.031.000,-

Jakarta, Maret 2017
Deputi Bidang Persidangan, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen,

L

: Si. Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si. _
NIP. 19620211 198703 2 002 NIP. 19650705 199103 1 003
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mardian Umar, M.M.
Jabatan : PIt. Deputi Bidang Administrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Achmad Djuned, S.H., M.Hum.
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPR RI
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Achmad 1uned,S.H.,M.Hum. s. Mardian M.
NIP. 19570911 198403 1 002 19640725 198603 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) 4)
1. | Meningkatnya kualitas tata kelola 1. Persentase Anggota DPR Rl yang 82,50%
administrasi dan persidangan kepada puas terhadap pelayanan kesehatan;

DPR Rl yang optimal.
2. Persentase Anggota DPR Rl yang 72,50%
puas terhadap pelayanan

administrasi perjalanan dinas;

3. Persentase Anggota DPR Rl yang 32,50%
puas terhadap ketersediaan Sarana
dan Prasarana kerja dan tempat
tinggal (RJA).

Satker/Program Anggaran
Satker :
Setjen Rp 787.423.015.000,-
Program : N S

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 787.423.015.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI

. Jakarta, Maret 2017
Sekretaris Jenderal, Pit. Deputi Bidang Administrasi,

Achfhad Dj _ed, S.H.. M.Hum. rs. Mardian .
NIP. 19570911 198403 1 002 N 0725 198603 1 002




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Suratna, M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Protokol

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Mardian Umar, M.M.
Jabatan : PIt. Deputi Bidang Administrasi
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017

Pihak Kedua, ” Pihak Pertama,
w

Drs. Mardigatdmar, M.M. Drs. Suratna, M.Si.
NIP-19640725 198603 1 002 NIP. 19640522 199103 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIRO PROTOKOL
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Tersedianya Layanan Keprotokolan. 1. Jumlah bahan kebijakan Biro Protokol; | 3 Kali

2. Jumlah penyelenggaraan acara 6 Kali
parlemen dan kesetjenan;

3. Jumlah penyelenggaraan upacara dan | 6 Kali
penyaluran delegasi masyarakat.

Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 17.785.751.000,-
Program :
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 17.785.751.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan :
Penyelenggaraan Keprotokolan Rp 17.785.751.000,-

Jakarta, Maret 2017

Pit. Deputi Bidang Administrasi, Uj‘ala Biro Protokol,
N Dty

Drs. Suratna, M.Si.
NIP. 19640522 199103 1 001




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - Juliasih, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Mardian Umar, M.M.
Jabatan : PIt. Deputi Bidang Administrasi
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

f’

s. Mardi ar, M.M. _—
~18640725 198603 1 002

Juliasih, S.H.. M.H.
NIP. 19610725 198803 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan Masyarakat.

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) @) (4)
1. | Tersedianya Pertimbangan dan 1. Jumlah bahan kebijakan Biro Hukum | 3 Dokumen
advokasi hukum, rumusan produk dan Pengaduan Masyarakat;
hukum, serta layanan pengaduan
masyarakat. 2. Jumlah pemberian pertimbangan dan | 13 Dokumen
advokasi hukum, perumusan produk
hukum, dan pengelolaan dokumentasi
dan informasi hukum;
3. Jumlah analisis surat aspirasi dan 3 Dokumen

Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 2.411.053.000,-
Program :
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 2.411.053.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPRRI
Kegiatan: '
Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum Rp 2.411.053.000,-
dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pit. Deputi Bidang Administrasi,

W
'S, WSrdiap U T

~9640725 198603 1 002

Jakarta, Maret 2017
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan

Masyarakat,

Juliasih, S.H., M.H.
NIP. 19610725 198803 2 001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Mardian Umar, M.M.
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Administrasi
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

ihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

. Jakarta, Maret 2017
Pihak Kedua, 3 Pihak Pertama,

Drs. Mam Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.

NIB~10640725 198603 1 002 NIP. 19610623 198803 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

operasional dan pemeliharaan.

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Tersedianya Dokumen administrasi 1. Jumlah bahan kebijakan Biro 3 Dokumen
Kepegawaian dan Organisasi. Kepegawaian dan Organisasi;
2. Jumlah dokumen administrasi 100
Kepegawaian; Dokumen
3. Jumlah dokumen administrasi 8 Dokumen
Keanggotaan dan Kesekretariatan
Fraksi;
4. Jumlah dokumen Penataan Organisasi | 8 Dokumen
dan Tatalaksana;
5. Jumlah Layanan Kesehatan yang 1
sesuai standar. Dokumen
2. | Tersedianya Layanan Perkantoran. Jumlah bulan penyelenggaraan dukungan | 12 Bulan

Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 37.886.040.000,-
Program :
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 37.866.040.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan :
Pengelolaan SDM dan Organisasi Rp 37.866.040.000,-

Pit. Deputi Bidang Administrasi,

-

-

DA, Mardiam

NIP_48640725 198603 1 002

Jakarta, Maret 2017

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi,

75‘:'

Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.
NIP. 19610623 198803 1 001




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satyanto Priambodo, S.E., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Mardian Umar, M.M.
Jabatan : PIt. Deputi Bidang Administrasi
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

M

Drs ian Umar, M.M. Satyanto Priambodo, S.E., M.Si
IP. 19640725 198603 1 002 NIP. 196/61008 199403 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) () (4)
1. | Tersedianya Dokumen Perencanaan | 1. Jumlah bahan kebijakan Biro 3 Dokumen
dan Keuangan. Perencanaan dan Keuangan;
2. Jumlah dokumen Perencanaan; 16
Dokumen
3. Jumlah dokumen Pengelolaan 13
Anggaran; Dokumen
4. Jumlah dokumen Administrasi 4 Dokumen
Perjalanan Dinas;
5. Jumlah dokumen Evaluasi dan 36
Pelaporan. Dokumen
2. | Tersedianya Layanan Perkantoran. | Frekuensi Pembayaran Gaji dan 12 Bulan
Tunjangan.
Satker/ProgramKegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 281.942.695.000,-
Program :
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 281.942.695.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPRRI
Kegiatan :
Perumusan Perencanaan dan Keuangan Rp 281.942.695.000,-

= — ) Jakarta, Maret 2017
R RepuL o Adisio, Kepala Biro Perencaaan dan Keuangan,

b=

Moo — .+
Drs. Mardian UmarAT.M. Satyafito Pridmbodo, S.E., M.Si
NIP. 25198603 1 002 NIP. 19661008 199403 1 003
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makmur, S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Mardian Umar, M.M.
Jabatan : PIt. Deputi Bidang Administrasi
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017
P Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

. n Umar, M.M. Makmut, S.Sos., M.M.
. 19640725 198603 1 002 NIP. 19590304 198103 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) ©) (4)
1. | Tersedianya Dokumen Pengelolaan 1. Jumlah bahan kebijakan Biro 3 Dokumen
Gedung dan Aset. Pengelolaan Barang Milik Negara;

2. Jumlah laporan Barang Milik Negara; | 10 Dokumen

3. Jumlah dokumen Pengelolaan Sarana | 4 Dokumen
dan Prasarana Gedung;

4. Jumlah dokumen Pengelolaan Rumah | 3 Dokumen
Jabatan;

5. Jumlah dokumen Pengelolaan Wisma | 2 Dokumen

DPRRI.
2. | Tersedianya Layanan Perkantoran. Jumlah Bulan Layanan. 12 Bulan
Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 229.419.824.000,-
Program : '

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 299.419.824.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPRRI

Kegiatan :
Pengelolaan Barang Milik Negara Rp 299.419.824.000,-
Jakarta, Maret 2017
Plt. Deputi Bidang Administrasi, _ Kepala Biro Pengelolaan BMN,

Makmur, S.Sos., M.M.
NIP. 19590304 198103 1 004




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mardian Umar, M.M.
Jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Mardian Umar, M.M.
Jabatan : PIt. Deputi Bidang Administrasi
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

-
Drs. Mardi ,

: rs. mar, M.M.
719640725 198603 1002 AP 19640725 198603 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIRO UMUM
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) ©) (4)
1. | Tersedianya Layanan Perlengkapan, | 1. Jumlah bahan kebijakan Biro Umum; | 3 Dokumen
Kendaraan Dinas, dan Keamanan.
2. Jumlah dokumen layanan pengadaan; | 2 Dokumen
3. Jumlah dokumen persuratan dan 4 Dokumen
penyimpanan,
4. Jumlah dokumen layanan kendaraan | 1 Dokumen
dinas;
5. Jumlah dokumen pengamanan dalam. | 24 Dokumen
2. | Tersedianya Layanan Perkantoran. | Jumlah bulanan penyelenggaraan 12 Bulan
dukungan operasional dan pemeliharaan.
3. | Layanan Internal (overhead). Jumlah paket pengadaan perangkat 36 paket

pengolah data dan komunikasi, dan
peralatan perkantoran.

Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 147.977.652.000,-
Pfogram :
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 147.977.652.000,-

Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPRRI
Kegiétan S

Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor

Rp 147.977.652.000,-

PIt. Deputi Bidang Administrasi,

Drs. MardianJmefMM/

_NIBA9670725 198603 1 002

Jakarta, Maret 2017
Kepala Biro Umum,

rs. Matdian

M.

NI 0725 198603 1 002
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
Jabatan - Inspektur Utama

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Achmad Djuned, S.H., M.Hum.
Jabatan - Sekretaris Jenderal DPR RI
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Achmad DiuSed, SH.. MHum. Drs. Se‘m%-'“-

NIP. 19570911 198403 1 002 NIP. 19620719 198803 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

INSPEKTORAT UTAMA
No. | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Meningkatnya efektivitas Persentase rekomendasi hasil 35%

pengawasan intern di

pengawasan yang ditindaklanjuti

lingkungan Setjen dan BKD. secara tuntas dan tepat waktu.
2. | Tercapainya efektivitas Level Maturitas Sistem Pengendalian Level 2
penyelenggaraan SPI di Intern Pemerintah (SPIP).
lingkungan Setjen dan BKD.
3. | Meningkatnya Kapabilitas Level Internal Audit Capability Model Level 2
Inspektorat Utama. (IACM).
Satker/Program Anggaran
Satker :
Setjen Rp 5.235.739.000,-
Program : .
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 5.235.739.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPRRI

Sekretaris Jenderal,

Achmad Diu_ed, S.H., M.Hum.
NtP. 19570911 198403 1 002

Jakarta, Maret 2017
Inspektur Utama,

Drs. Sebyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198803 1 001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dewi Barliana S., M.Psi.
Jabatan - Inspektur |

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
Jabatan - Inspektur Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. Setvanj%M. Dr. Dewi B;ﬂiana S., M.Psi.

NIP. 19620719 198803 1 001 NIP. 19620926 198803 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT |
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (@) (4)

1. | Tersedianya Rekomendasi
Pengawasan pada Lingkup Bidang
Tugas Inspektorat |.

1. Jumlah bahan kebijakan Inspektorat I; | 3 Dokumen

2. Jumlah laporan hasil audit, reviu, 24 Dokumen

pemantauan, evaluasi dan
pengawasan lainnya pada lingkup

Inspektorat I.

Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 2.236.287.000,-
Program :
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 2.236.287.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan : e
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Rp 2.236.287.000,-
Aparatur oleh Inspektorat |

Inspektur Utama,

Jakarta, Maret 2017
Inspektur I,

7778

Dr. Dewi Ba-rliana S., M.Psi.
NIP. 19620926 198803 2 001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - Ign. Bambang Rudy Anto, S.H., M.H.
Jabatan - Inspektur Il

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
Jabatan - Inspektorat Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. Setyant;iuqrahal M.M. Ign. Bambang Rudy Anto, S.H., M.H.

NIP. 19620719 198803 1 001 NIP. 19590314 198803 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT Il
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1. | Tersedianya Rekomendasi
Pengawasan pada Lingkup Bidang
Tugas Inspektorat II.

1. Jumlah bahan kebijakan Inspektorat Il; | 3 Dokumen

2. Jumlah laporan hasil audit, reviu, 14 Dokumen

pemantauan, evaluasi dan
pengawasan lainnya pada lingkup
Inspektorat Il;

3. Jumlah bahan kebijakan Inspektorat 3 Dokumen

Utama.

Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 2.999.452.000,-
Program :
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 2.999.452.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPRRI
Kegiatan :
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Rp 2.999.452.000,-
Aparatur oleh Inspektorat Il

Inspektur Utama,

Drs. Setv%a, M.M.

NIP. 19620719 198803 1 001

Jakarta, Maret 2017
Inspektur I,

f—

lan. Bambang Rudy Anto, S.H., M.H.

NIP. 19590314 198803 1 001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Achmad Djuned, S.H., M.Hum.
Jabatan - Sekretaris Jenderal DPR R
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Achfhad Diuned, S.H.. M.Hum. Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.

NIP 19570911 198403 1 002 NIP. 19600419 198803 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Tersedianya Layanan 1. Jumlah bahan Kebijakan Pusat 4 Dokumen
Pengembangan Kapasitas SDM. Pendidikan dan Pelatihan;
2. Jumlah dokumen perencanaan 6 Dokumen
pendidikan dan pelatihan;
3. Jumlah dokumen pelaksanaan 22 Dokumen
pendidikan dan pelatihan;
4. Jumlah dokumen evaluasi pendidikan | 15 Dokumen
dan pelatihan.

Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 8.572.684.000,-
Program : -
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 8.572.684.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan : ' b
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp 8.572.684.000,-

Jakarta, Maret 2017
Sekretaris Jenderal, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

S e

Achmad Dijurled, S.H., M.Hum. Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.
NIP<19570911 198403 1 002 NIP. 19600419 198803 2 001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Saiful Islam, M.Si.
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Achmad Djuned, S.H., M.Hum.
Jabatan - Sekretaris Jenderal DPR Rl
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017

Pihak Kedua, Pihak Pertama
Achmad Diu;|ed, S.H., M.Hum. Drs. Saiful Islam, M.Si.

NIP. 19570911 198403 1 002 NIP. 19580215 198803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PUSAT DATA DAN INFORMASI

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) ¢) 4)
1. | Tersedianya Data dan Informasi. 1. Jumah bahan kebijakan Pusat Data 3 Dokumen

dan Informasi;

2. Jumlah referensi kepustakaan; 45 Dokumen

3. Jumlah data dan teknologi informasi 70 Dokumen
yang dikelola;

4. Jumlah pengelolaan dokumen arsip 1 Dokumen

dan museum DPR RI;

5. Jumlah dokumen risalah rapat 1 Dokumen
persidangan.
2. | Layanan Perkantoran. Jumlah bulan penyelenggaraan dukungan | 12 bulan

operasional dan pemeliharaan.

Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 35.183.205.000,-
Program : -

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Rp 35.183.205.000,-
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI

Kegiatan :
Pengelolaan Data dan Informasi Rp 35.183.205.000,-
Jakarta, Maret 2017
Sekretaris Jenderal, Kepala Pusat D formasi,
/
Achmad Djubed, S.H., M.Hum. Drs. Saiful Islam, M.Si.

NIP. 19570911 198403 1 002 NIP. 19580215 198803 1 001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian.

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Maret 2017
Kepala Badan Keahlian,

K. Johnson Rajaqukquk, S.H., M.Hum.
NIP. 19581108 198303 1 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BADAN KEAHLIAN
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Menguatnya kinerja keahlian dalam Persentase tersedianya Naskah 100%

mendukung pelaksanaan wewenang
dan tugas DPR RI yang optimal.

Akademik, draft RUU,

keterangan DPR Rl untuk
sidang pengujian UU di
Mahkamah  Konstitusi  yang
digunakan oleh DPR RI;

Indeks kepuasan pengguna 62,5%
layanan

Satker/Program

Anggaran

Satker :
Setjen

Program :

Dukungan Keahlian Fungsi Dewan

Rp 37.515.694.000,-

Rp 37.515.694.000,-

Jakarta, Maret 2017
Kepala BadafifKeahlian,

K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
NIP. 19581108 198303 1 006
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017
Pihak, Pertama,

Pihak Kedua

; entius Sam?ﬁl, S.H., M.Hum.
NIP. 19 101990031007

K. Johnson Rajaqukguk, S.H., M.Hum.
NIP. 19581108 198303 1 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
() (2) (3) (4)
1. | Rancangan Peraturan Perundang- | 1. Jumlah bahan kebijakan Kepala Badan | 3 Dokumen
Undangan. Keahlian;
2. Jumlah bahan kebijakan Pusat; 3 Dokumen

Perancangan Undang-Undang;

3. Jumlah konsep awal naskah akademis, | 22 Dokumen
draf RUU, dan peraturan lainnya.

Satker/Program/Kegiatan Anggaran

Satker:

Setjen Rp 13.797.044.000,-
Program : '
Dukungan Keahlian Fungsi Dewan Rp 13.797.044.000,-
Kegiatan :

Perancangan Peraturan Perundang- Rp 13.797.044.000,-
Undangan

Jakarta, Maret 2017
Kepala Badan Kg4hlian , Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,

K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
NIP. 19581108 198303 1 006
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama,
N

7

K. Johnson Rajagukquk, S.H., M.Hum. Rudi Rbchmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19581108 198303 1 006 NIP. 19‘902131993021001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) @) (4)
1. | Tersedianya kajian, analisis, dan 1. Jumlah bahan kebijakan Pusat 3 Dokumen
evaluasi pemantauan pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang-Undang, dan keterangan Undang;
DPR.
. Jumlah kajian pemantauan 69 Dokumen
pelaksanaan Undang-Undang,
evaluasi Undang-Undang,dan
Pemantauan Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang.
Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 4.427.701.000,-
Program :
Dukungan Keahlian Fungsi Dewan Rp 4.427.701.000,-
Kegiatan :
Pemantauan Pelaksanaan Undang- Rp 4.427.701.000,-
Undang

Kepala Badan Kéghlian,

K. Johnson Rajagukquk, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

Jakarta, Maret 2017
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rocghmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Pusat Kajian Anggaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017
Pihak Pertama,

VY o £

K. Joh Raiaqukadk SH. MH Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
. JONNSON ~ajaguxkquk, o.A., Vi.Aum.
NIP. 19581108 198303 1 006 B ISR

Pihak Kedua




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) ©) (4)
1. | Tersedianya Analisis/ Referensi/ 1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian | 3 Dokumen
Laporan APBN. Anggaran;
2. Jumlah analisis/ Referensi/ Laporan 50 Analisis/
tentang APBN. Referensis/
Laporan
Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 3.580.658.000,-
Program :
Dukungan Keahlian Fungsi Dewan Rp 3.580.658.000,-
Kegiatan :
Penyusunan Kajian APBN Rp 3.580.658.000,-

Jakarta, Maret 2017
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Ay L

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005

Kepala Badan Kegifian,

K. Johnson Rajagukquk, S.H., M.Hum.
NIP. 19581108 198303 1 006




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.Helmizar
Jabatan : Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017

Pihak Kedua ihak Pertama,
7
K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. Drs.Helmizar

NIP. 19581108 198303 1 006 NIP. 19640719 199103 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

(2)

@) (4)

Neg

Tersedianya Analisis/ Referensi/
Laporan Akuntabilitas Keuangan

ara.

1. Jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian | 3 Dokumen
Akuntabilitas Keuangan Negara;

2. Jumlah analisis/ Referensi/ Laporan | 21 Dokumen
tentang Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Kinerja K/L.
Satker/Program/Kegiatan Anggaran

Satker :
Setjen Rp 2.929.798.000,-
Program : : n -
Dukungan Keahlian Fungsi Dewan Rp 2.929.798.000,-
Kegiatan : i =
Penyusunan Kajian Akuntabilitas Rp 2.929.798.000,-
Keuangan Negara

Kepala Badan Keahlign,

K. Johnson Rajaqukquk, S.H., M.Hum.

NIP. 19581

108 198303 1 006

Jakarta, Maret 2017

epala Pusat Kajian Akuntabilitas
uangan Negara,

/ [y

Drs.Helmizar

NIP. 19640719 199103 1 001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2017
Pihak Pertama,

bt

-—

Pihak Kedua,

K. Johnson Rajaqukquk, S.H., M.Hum. Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP. 19581108 198303 1 006 NIP. 197111171998031004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PUSAT PENELITIAN
No. |- Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) @) 4)
1. | Tersedianya Kajian/Analisis tentang 1. Jumlah bahan kebijakan Pusat 3 Dokumen
Kedewanan. Penelitian;
2. Jumlah dokumen penelitian dan 137 Dokumen
Pengkajian/analisis tentang
Kedewanan.
Satker/Program/Kegiatan Anggaran
Satker :
Setjen Rp 12.780.493.000,-
Program: '
Dukungan Keahlian Fungsi Dewan Rp 12.780.493.000,-
Kegiatan : 7
Penelitian, Pengkajian, dan Rp 12.780.493.000,-
Pengembangan
Jakarta, Maret 2017
Kepala Badan kédhian, Kepala Pusat Penelitian,
K. Johnson Rajagukquk, S.H., M.Hum. Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

NIP. 19581108 198303 1 006 NIP. 197111171998031004




